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Abstract

This research is motivated by the high level of unemployment in the Mentawai Islands community. Term unemployment is used in a variety of understanding relating to the lack of presence of that person's activities. Unemployment is referred to in this research is the people's daily activities, such as: do not have a job, and sudahpun work only for a few days just because it does not have a permanent job. in accordance with the mandate of the Constitution of 1945, local governments, which regulate and manage their own affairs according to the principles of autonomy and assistance, to accelerate the realization of public welfare and equitable development through improvement, service, empowerment, having regard to the principles of democracy. With the increase in unemployment each year are caused by some of the following: lack of jobs, lack of smooth communication, less smooth transportation, lack of smooth access to public services, low education and human society are minimal. This study aims 1. To determine the impact of autonomy on the unemployment rate in the Mentawai Islands. 2. To mengetaui difference between the growth in employment with job seekers in the Mentawai Islands. 3. To determine the government's decentralization policy in addressing unemployment in the Mentawai Islands. This type of research is qualitative. The instruments used were observation, questionnaires, interviews and documentation. The results showed that, people's desire to work very big, but with lower levels of education, and lack of jobs led to 
rising unemployment rate.
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I. PENDAHULUAN
Perjalanan otonomi daerah di Indonesia merupakan isu menarik untuk diamati dan dikaji. Meskipun negara Republik Indonesia menganut prinsip negara kesatuan dengan pusat, kekuasaan berada pada pemerintahan pusat namun karena heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia baik kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun keragaman tingkat pendidikan masyarakat, maka desentralisasi atau distribusi kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah pusat perlu dialirkan kepada daerah yang berotonom.  
Bicara mengenai pembentukan dan pemekaran daerah adalah format  pengaturan politik dalam penataan hubungan pusat dan daerah di dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak bisa ditawar-tawar yang diatur oleh pemerintah lewat Undang-Undang yang kemudian terjadi pergantian dan revisi, energi ekonomi. Energi politik dan kultural, dan energi sosial, terkuras habis untuk itu.  
Menurut Kaloh (2007:195), ada beberapa urgensi dari pembentukan dan pemekaran wilayah, yaitu:
1.Meningkatkan pelayanan  pemerintah kepada masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat akan terangkat dan bebas dari kemiskinan dan keterbelakangan seiring meningkatnya kesejahteraan.
2.Memperpendek span of  	control (rentang kendali) 	manajemen pemerintah dan 	pembangunan,  sehingga 	fungsinya lebih efektif, efisien, 	dan terkendali.
3.Untuk proses pemberdayaan  masyarakat dengan menumbuh-kembangkan inisiatif, kreativitas, dan inovasi masyarakat dalam pembangunan.


Pada dasarnya latar belakang perubahan UU No. 22 Tahun 1999, memberikan feet back pada filosofi UU No 32 Tahun 2004. Dari aspek dasar hukum tata negara, karenaUUD RI tahun 1945 telah mengalami amandemen, khususnya pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan sistem pemerintahan daerah, yaitu pasal 1,5, 18, (a,b), 20, 21, 22 (d), 23 (e ayat 2), 24, (ayat 1), 31 (ayat 1), 33, dan 34, makaundang-undang pemerintahan daerah perlu disesuaikan, didasarkan pada pemikiran bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945 (hasil amandemen), pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Diharapkan juga mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut UUD 1945 pasal 18 ayat 3, kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut
b. Pengaturan administratif
c. Pengaturan tata ruang
d. Penegakan hukum terhadap pengaturan yang di keluarkan oleh daerah atau yang di limpahkan kewenangannya oleh pemerintah
e. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan, dan
f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.
 Pemerintahan Daerah dalam pengaturan pasal 18 UUD 1945 di atas telah mengakui adanya kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dan adanya pengaturan tata ruang serta pengaturan administratif.
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. 
Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru mewajibkan pemerintah melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan, memberikan standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Bersamaan dengan itu pemerintah wajib memberikan fasilitas berupa peluang kemudahan bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dapat melakukan otonomi secara efektif dan efisien.
Dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, dikemukakan bahwa: 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pembentukan daerah tersebut harus memenuhi tiga syarat, yaitu syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Bagaimanapun suatu proses politik harus diletakkan pada nilai yang paling luhur, yaitu demi kehidupan masyarakat yang lebih baik. 


Tujuan pemberian otonomi kepada daerah berorientasi kepada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan.
Menurut hasil penelitian Ratnasari (2013:2), mendefinisikan pengangguran secara teknis, diantaranya: 
1. Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.
2. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja padahal ia berusia angkatan kerja, yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. 
3. Pengangguran adalah orang yang tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang meskipun dapat dan mampu melakukan kerja. 
4. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha baru, dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. 
5. Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Konsep ini sering diartikan sebagai keadaan pengangguran terbuka.
6. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan lengkap, atau orang yang tidak bekerja dan masih atau sedang mencari pekerjaan

Berdasarkan wawancara peneliti pada hari Selasa pukul 09:00, tanggal 2 Februari 2014 dengan Bapak Lucianus (staf di Dinas Sosial bagian ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai), bahwa:
Manfaat sebelum dan sesudah Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi 	otonomi sudah tampak dalam bidang pemerintahan, namun dampak positif 	bagi masyarakat sejauh ini masih kurang memuaskan terutama dalam 	pengadaan lapangan pekerjaan untuk menanggulangi dan meminimalisir 	pengangguran, sehingga banyak ditemukan kendala-kendala dalam 	mengatasi ekonomi masyarakat, oleh sebab ituuntuk menghadapi 	tantangan persaingan globaldiharapkan pemerintah dapat meningkatkan 	efisiensi pengelolaan dan efisiensi dalam pengalokasian anggaran. Sebagai 	akibatnya perkembangan ekonomi yang terlambat berakibat pangangguran memburuk.Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah menjadi daerah administrasi sejak Tahun 1901. Jadi pemekaran Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah pada waktu ditetapkannya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka Kepulauan Mentawai secara resmi telah menjadi daerah yang otonomi, dan secara administratif tidak lagi berada dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Pembentukan Kabupaten ini merupakan solusi untuk mengejar berbagai ketertinggalan dibidang pembangunan.
Berdasarkan uraian di atas, bahwa pada kenyataannya dasar terbentuknya suatu Kabupaten adalah untuk menjalankan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  Dasar pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Undang-Undang No. 49 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Meskipun sudah menjadi otonom, masih banyak terdapat masalah yang dihadapi oleh pemerintah di bidang ketenagakerjaan, yaitu masalah pengangguran. pembangunan ekonomi yang telah tercipta tidak sanggup mengadakan kesempatan kerja yanglebih cepat daripada pertambahan penduduk yang berlaku. Oleh karenanya, masalah pengangguran yang mereka hadapi dari tahun ke tahun semakin bertambah serius. 
Menurut hasil wawancara peneliti pada hari Senin pukul 13:15, tanggal 10 Februari 2014 di Betaet dengan Bapak Sartoli sebagai Staf di Dinas Sosial, yang mengatakan  bahwa: 
Penyebab terjadinya pengangguran di antaranya adalah karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja, diantara masalah itu seperti: 1)  tingginya pertumbuhan penduduk. 2)  masih banyak orang tidak bekerja. 3)  lapangan pekerjaan yang sempit. 4)  akses layanan tidak lancar. 5)  masih banyak yang tidak tamat sekolah dasar. 6) kurangnya perhatian terhadap pendidikan. 7) kurangnya perhatian terhadap kesehatan. 8) komunikasi dan transportasi tidak lancar. Termasuk sumber air minum, tempat tinggal dan listrik. 

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah di bidang ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran. Permasalahan tersebut terkait dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kesempatan kerja atau usaha yang sedikit. Oleh karenanya berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menekan laju pertumbuhan penduduk dan dapat membuka lapangan kerja seluas mungkin untuk dapat menurunkan tingkat pengangguran di masa yang akan datang.
Sesuai dengan uraian di atas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian  skripsi dengan judul 
“Dampak Otonomi Daerah terhadap Penurunan Angka Pengangguran di Kabupaten Kepulauan Mentawai”.
Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik melihat bagaimana pengangguran di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan mengajukan beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:
1. Bagaimanakah dampak otonomi daerah terhadap angka pengangguran di Kabupaten Kepulauan Mentawai?
2. Apakah pertumbuhan lapangan pekerjaan sesuai dengan pertumbuhan pencari kerja di Kabupaten Kepulauan Mentawai?
3. Bagaimanakah kebijakan pemerintah di era otonomi dalam mengatasi pengangguran di Kabupaten Kepulauan Mentawai?
II. METODOLOGI PENELITIAN
Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Menurut Zuriah(2007:47) penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”.
Populasi  dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu 73.511 orang.Mengingat jumlah populasi yang sangat besar dan terbatasnya kemampuan peneliti maka penelitian dilakukan terhadap sampel yang mewakili populasi. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel “Cluster Samplingyaitu “menentukan sampel apabila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas.” (Sugiyono 2012:120), maka sampel yang diambil adalah dengan mengambil dua kecamatandan empat dusun dariKecamatan Siberut Utara dan dari Kecamatan Siberut Barat.
Berdasarkan perhitungan tabel Isaac dan Michael dengan taraf kesalahan 10%, sampel yang dapat mewakili populasi sebanyak 200.000 adalah 20.000. Dan jumlah penentuan sampel menurut Sugiyono (2012:128) bahwa, “Populasi 20.000 dengan taraf kesalahan 10% adalah 195 sampel”. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:
1. Observasi
Yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti di lapangan untuk memperoleh data yang lebih akurat.
2. Wawancara (Interview)
Yaitu mengumpulkan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber atau informan melalui tanya jawab lisan. Wawancara ditujukan kepada kedua camat di kedua kecamatan, kedua kepala desa di kedua kecamatan dan masyarakat.

3. Angket (Kuesioner)
Yaitu pengumpulan data dengan memberikan angketsebanyak 195 responden kepada masyarakat Mentawai yang dipilih sebagai responden dalam penelitian ini.
4. Dokumentasi
Yaitu pengumpulan data yang berasal dari sumber-sumber data yang berupa catatan literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan pada data-data hasil penelitian yang telah diuraikan di atas yang berhubungan dengan pengangguran masyarakat Mentawai, yang dibatasi pada jenis kegiatan. a. Deskripsi Dampak Otonomi Daerah terhadap angka pengangguran di Kecamatan Siberut Barat
a. Tingkat pengangguran di Kecamatan Siberut Barat digambarkan dengan hasil Observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 23-25 Juli 2014, melalui analisis lembaran observasi yang di isi oleh responden menunjukkan bahwa setiap tahunnya angka pengangguran meningkat yang di sebabkan oleh beberapa faktor seperti: tingkat pendidikan yang masih rendah, pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pertumbuhan pencari kerja, letak geografis, kurang lancarnya transportasi, kurang lancarnya komunikasi.
Hasil angket pengangguran masyarakat yang terkategorikan dengan  menganggur karena tingkat pendidikan yang rendah dan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pertumbuhan pencari pekerjaan
Tabel 01: Persentase Menganggur Karena Tingkat Pendidikan yang Rendah, dan  	 PertumbuhanLapangan Pekerjaan yang Tidak Sesuai Dengan Pertumbuhan Pencari Kerja
	No.
	Kecamatan
	Ya

	
	
	Frekuensi
	(%)

	1
	Betaet Sibar
	96
	49,3%

	2
	Nang-nang Sibuta
	65
	33,3%


Sumber: Hasil Analisis Observasi	
           Data pada tabel 01 di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang menganggur karena tingkat pendidikan yang rendah  dan  pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pertumbuhan pencari kerja, untuk di Kecamatan Siberut Barat yang menyatakan “ya” sebanyak 49,3% dan sedangkan untuk di Kecamatan Siberut Utara yang menyatakan “ya” sebanyak 33,3%.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Paulina selaku Camat di Kecamatan Siberut Barat Rabu 23 Juli 2014, peneliti mengajukan pertanyaan, “Bagaimana tingkat angka pengangguran di Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap tahunnya, Apakah meningkat atau menurun khususnya di Kecamatan Siberut Barat?” Ibu Paulina menjawab bahwa:
Pengangguran  di Kecamatan Siberut Barat setiap tahunnya meningkat. Namun dengan masuknya otonomi daerah masyarakat Mentawai sangat terbantu, contohnya saja, sebelum otonomi Daerah keterlibatan masyarakat Mentawai di setiap instansi, baik itu dalam pemerintahan, sekolah, puskesmas, kepolisian tidak ada. Semua yang menduduki dan mengendalikan adalah orang-orang pendatang (Padang Pariaman). Tapi pada saat sekarang sudah sama banyak yang menduduki Instansi-instansi tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara penelti dengan Ibu Jumeisri selaku Kasubbag Perencanaan di Kecamatan Siberut Barat pada hari Kamis, 24 Juli 2014, peneliti mengajukan pertanyaan, “Apa saja program yang ada di Kecamatan Siberut Barat untuk mengurangi angka pengangguran?” Ibu Jumeisri menjawab bahwa: Program khusus untuk mengurangi angka pengangguran sampai saat ini 
belum ada, hanya sekedar mengisi kekosongan disetiap instansi-instansi yang ada untuk menjadi tenaga honorer.
Hasil wawancara dengan Bapak Paulinus pada hari Kamis, 24 Juli 2014, peneliti mengajukan pertanyaan, “Bagaimana dampak otonomi Daerah  terhadap angka pengangguran di Kecamatan Siberut Barat?” Bapak Paulinus menjawab: 
Dampak otonomi yang dirasakan masyarakat Mentawai sangat besar, adanya otonomi Daerah kita lebih maju baik itu dalam segi pembangunan, pendidikan, dan kesehatan. Khususnya di Kecamatan ini sudah ada TK, SD, SMP yaitu SMPN 1 Siberut Barat dan SMPN 2 Siberut Barat, dan 1 Puskesmas, 6 Puskesdes, dan 18 Posyandu.
	Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, jenis pekerjaan merupakan tolak ukur ekonomi masyarakat. Karena pekerjaan yang digeluti masyarakat saat ini seperti yang bekerja sebagai nelayan, petani, dan buruh hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari saja karena tidak memiliki keahlian lainnya.
	Selanjutnya hasil angket yang disebarkan oleh peneliti kepada kepala keluarga di Dusun Betaet Kecamatan Siberut Barat sebanyak 85 responden dan di Dusun Nang-nang Kecamatan Siberut Utara sebanyak 110 responden jadi jumlah seluruhnya 195 pada tanggal 23 Juli 2014 - 8 Agustus 2014 menunjukkan sebagian besar masyarakat pengangguran bekerja sebagai petani, buruh dan nelayan.











Tabel 02: Pekerjaan Masyarakat 
Pengangguran, dan Rata-Rata 
Penghasilan Kecamatan Siberut Barat
	No
	Pkjaan
	Frekus
	Persts
	Penghasilan

	1



2



3
	Petani



Nelayan


Buruh
	40



30



15
	20,6%



15,3%



7,7%
	RP, 200.000/Bulan



Rp, 300.000/Bulan



Rp, 150.000/Bulan

	Jumlah
	85
	100%
	Rp,     5.000 s/d 
         10.000/hari


Sumber: Hasil Analisis Kuesioner
Tabel di atas dari 85 responden menunjukkan bahwa 40 responden 20,6% sebagai petani masyarakat pengangguran, sedangkan sebanyak 30 (15,3%) responden bekerja sebagai nelayan dan sebanyak 15 (7,7%) adalah buruh.
	Selanjutnya responden di Kecamatan Siberut Utara pada tabel 17 sebagai berikut:








Tabel 03: Pekerjaan Masyarakat Pengangguran dan Rata-Rata Penghasilan Kecamatan Siberut Utara
	No
	Pkjaan
	Frekus
	Persts
	Penghasilan

	1



2



3
	Petani



Nelayan



Buruh
	50



35



20
	25,7%



17,10%



10,2%
	Rp, 450.000/Bulan



Rp, 600.000/Bulan



Rp, 300.000/Bulan

	Jumlah
	110
	100%
	Rp,    10.000    s/d      
          20.000/hari


Sumber: Hasil Analisis Kuesioner
Tabel di atas dari 85 responden menunjukkan bahwa 50 responden 25,7% sebagai petani masyarakat pengangguran, sedangkan sebanyak 35 (17,10%) responden bekerja sebagai nelayan dan sebanyak 20 (10,2%) adalah buruh.
Tabel 17 di atas dari 110 responden menunjukkan bahwa 50 responden (25,7%) sumber utama penghasilannya bekerja sebagai petani sedangkan 35 (17,10%) responden bekerja sebagai nelayan, dan sebanyak 20 (10,2%) berikutnya bekerja sebagai buruh.
Hasil kuesioner 16 dan 17 di atas penghasilan perbulan masyarakat pengangguran sesuai dengan pekerjaan adalah Rp, 150.000 s/d 600.000.-bila dirata-ratakan Rp, 5.000 s/d 10.000.-/harinya tentu sangat jauh  dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
b. Bicara mengenai pertumbuhan lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan pencari pekerjaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, jika dibandingkan antara keduannya masih terlalu jauh berbeda atau dengan kata lain masih belum seimbang. Pada kenyataannya pengangguran di Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap tahunnya selalu meningkat, sedangkan pertumbuhan lapangan pekerjaan baik itu dilihat pertahunnya maupun dalam waktu jangka pendek tidak tampak dan tidak jelas.
	Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sandra Oktaviani selaku Camat di Kecamatan Siberut Utara pada hari Senin, 4 Agustus 2014, peneliti mengajukan pertanyaan, “Apa yang menjadi penyebab utama terjadinya pengangguran di Kecamatan Siberut Utara?” Ibu Sandra menjawab bahwa:
penyebab utama terjadinya pengangguran di Kecamatan ini sumber daya manusia, sehingga cara mengelola hasil, baik itu hasil laut, ataupun hasil pertanian tidak jelas berapa perhari ataupun perbulan. Dalam rangka mengurangi pengangguran kami bekerja sama dengan SKPD lain untuk melakukan pelatihan rotan, cara mengeringkan ikan, dan mendaur ulang sampah. Dan sejauh ini kendalanya karena tidak ada tempat pemasaran dan dana yang tidak ada.
Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yansen Sagurung selaku Kepala Desa Sikabaluan Siberut Utara pada hari Jumat, 18 Juli 2014, peneliti mengajukan pertanyaan, “Bagaimana kebijakan pemerintah di era otonomo dalam mengatasi pengangguran di Kecamatan Siberut Utara?” Pak Yansen menjawab bahwa: kami selaku pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaiki ekonomi. Contoh konkritnya kami memberikan SPP dari PNPM, dan pada tahun 2012 nelayan telah menerima bantuan dari PEMDA, namun niat dari masyarakat itu tidak ada.
Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ridawati selaku Sekretaris Desa Sikabaluan Siberut Utara pada hari Senin, 21 Juli 2014, peneliti mengajukan pertanyaan, “Apakah program seperti PNPM dan P2D bisa mengurangi angka pengangguran di Sikabaluan Siberut Utara?” Ibu Ridawati menjawab bahwa: dalam waktu panjang PNPM dan P2D tidak mengurangi angka pengangguran, kecuali kita melihatnya dalam waktu pendek/pada waktu program itu berjalan. Karena program ini sifatnya hanya sementara, tidak berkesinambungan.Berdasarkan anket yang disebarkan peneliti kepada kepala keluarga di Sikabaluan Siberut Utara pada tanggal 4-6 Agustus 2014 menunjukkan 85% yang menjawab “ya” dari 40 anket yang disebarkan di Sikabaluan Siberut Utara. Bahwa  tingkat pengangguran disebabkan rendahnya pendidikan masyarakat
	Dengan demikian beberapa responden di tingkat Desa berpendapat bahwa, sebenarnya dengan adanya otonomi daerah masyarakat dan pemerintah terendah sudah terbantu jika di bandingkan sebelum otonomi daerah. Karena dengan begitu pemerintah setempat bebas mengatur, dan mengelola sendiri urusan pemerintahan sendiri untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan dan pemberdayaan.
c. Berdasarkan anket yang disebarkan peneliti kepada kepala keluarga di Sikabaluan Siberut Barat pada tanggal 6-8 Agustus 2014 menunjukkan 90% yang menjawab “ya” dari 35 anket yang disebarkan di Simalegi Siberut Barat tidak berbeda jauh dengan hasil angket yang disebar di Sikabaluan Siberut Utara. Bahwa  tingkat pengangguran disebabkan rendahnya pendidikan masyarakat, karena tingginya pendidikan memudahkan seseorang mendapatkan pekerjaan.
	Hasil wawancara dengan Bapak Fransiskus Elon selaku Kepala Desa Simalegi Siberut Barat pada hari Kamis, 24 Juli 2014 menjelaskan bahwa:
Secara keseluruhan kebijakan yang sudah tampak selama ini diantaranya seperti perekrutan PPL, cetak sawah, pemberian bibit tanaman kepada petani, pelatihan rotan, pelatihan pengeringan ikan, daur ulang sampah, simpan pinjam perempuan (SPP) melalui PNPM, dan ada juga langsung dari PEMDA, pemberian alat tangkap ikan kepada nelayan seperti mesin bot dan alat-alat lainnya.
Selanjutnya wawancara dengan Bapak Karsiman selaku orang tua yang dianggap mengerti dan sudah merasakan hidup sebelum dan sesudah otonomi termasuk kebijakan pemerintah, pada hari Rabu, 6 Agustus 2014, peneliti mengajukan pertanyaan, “ Bagaimana kebijakan pemerintah di era otonomi ini dalam mengatasi pengangguran?” Pak Karsiman menjawab bahwa:
Dalam mengatasi pengangguran di era otonomisudah banyak hal yang dilakukan pemerintah, namun semua itu tidak semudah yang dibayangkan, di butuhkan perencanaan, dana yang banyak dalam membuka lapangan pekerjaan, kerja keras, kerja sama antara pemerintah yang di pusat, Kabupaten sampai di Kecamatan. Selain itu implementasi kebijakan seharusnya merata di setiap Daerah, pembangunan yang merata.
	Hasil wawancara dengan Bapak Albertus selaku Sekretaris Desa pada hari Kamis, 26 Juli 2014 mengatakan bahwa: pengangguran memang masih ada tiap tahunnya, tapi menurut usaha pemerintah dalam mengurangi pengangguran sudah banyak, hanya kadang masyarakat tidak peduli akan hal itu, dan lagi lapangan pekerjaan yang khusus mengurangi pengangguran tidak ada.
Dampak dari otonomi Daerah khususnya di Kecamatan Siberut Barat dan di Kecamatan Siberut Utara, yang bertambah dalam segi pembangunan diantaranya seperti: 1) di Kecamatan Siberut Barat ada Kantor Kecamatan, Kantor Desa, Sekolah TK – SMP, dan Puskesmas,Pustu,Poskesdes,posyandu,polindes. 2) di Kecamatan Siberut Utara ada Kantor Kecamatan, Desa, PNPM, KUA, Pos, Cabang , Paud,-SMA, Puskesmas, Postu, Poskesdes, Posyandu, Polindes.
	Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel 18 untuk jumlah sekolah, tabel 19 untuk jumlah puskesmas, dan tabel 20 untuk melihat jumlah perkantoran di bawah ini:
Tabel 04: Kecamatan, Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan, 2014
	No
	Ket
	Tingkat Pendidikan
	Jlh

	1
	Ket Sibar
	· Paud
· TK
· SD
· SMP
· MTS
· SMA
	0
1
8
2
0
0

	2
	Ket Sibuta
	· Paud
· TK
· SD
· SMP
· MTS
· SMA
	1
3
5
1
1
1

	
	Jumlah/Total
	23


Sumber: Desa dan Cabang
Tabel 05: Kecamatan, Jenis dan Jumlah
	No
	Kect
	Jns-jns Pelayanan
	Jlh

	1
	Kect Sibar
	· Puskesmas 
· Pustu
· Poskesdes
· Posyandu
· Polindes
	1
0
7
11
0

	2
	Kect Sibuta
	· Puskesmas
· Pustu
· Poskesdes
· Posyandu
· Polindes
	1
3
8
24
2

	
	Jumlah/Total
	57


Sumber: BPS (2013:tabel 4.3.1)	
Tabel 06: Kecamatan, Jenis Perkantoran dan Perkantoran, 2014
	No
	Kect
	Jenis Perkantoran
	Jlh

	1
	Kect Sibar
	· Ktr Cmt
· Ktr Desa
	1
1

	2
	Kect Sibuta
	· Ktr Cmt
· Ktr Desa
· Ktr PNPM
· Ktr KUA
· Ktr Pos
· Ktr Cbg
	1
1
1
1
1
1

	
	Jumlah/Total
	6


Sumber: Survei	
	Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sejak otonomi Daerah terjadi perkembangan yang signifikan di beberapa bidang atau instansi.
B. Pembahasan
	Pembahasan hasil penelitian didasarkan pada data-data hasil penelitian yang telah diuraikan di atas yang berhubungan dengan: “Dampak otonomi daerah terhadap penurunan angka pengangguran di Kabupaten Kepulauan Mentawai” sebagai berikut:
a. Otonomi adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan suatu daerah, karena dengan adanya otonomi, daerah bisa leluasa dalam mengurus dan mengelola urusan daerahnya sendiri demi terwujutnya tujuan dari otonomi itu sendiri. dan menjalankan amanat Undang-undang Dasar Tahun 1945, dan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, suatu daerah.
Di Kabupaten Kepulauan Mentawai dampak dari otonomi ini sangatlah dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat, dengan adanya bantuan-bantuan sudah meringankan beban masyarakat, dengan adanya penerimaan lowongan kerja, pelatihan-pelatihan, dengan adanya pemekaran desa, penerimaan honorer baik dalam bidang kesehatan, sekolah, termasuk pemerintahan, sedikit banyaknya itu sudah mengurangi angka pengangguran di Kepulauan Mentawai.
Hasil observasi menunjukkan bahwa meningkatnya pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingkat pendidikan yang masih rendah, pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pertumbuhan pencari kerja, letak geografis, kurang lancarnya transfortasi dan komunikasi.
Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengangguran tiap tahunnya memang selalu meningkat, namun tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya otonomi, masyarakat sangat merasakan dampaknya karena adanya otonomi masyarakat banyak mendapatkan bantuan di beberapa bidang. Meskipun program khusus mengurangi pengangguran tidak ada tetapi penerimaan pekerja untuk mejadi honorer di setiap instansi selalu ada tiap tahunnya. Dan pembangunan lebih maju.
b. Pertumbuhan lapangan pekerjaan merupakan awal dari sejahteranya masyarakat, karena dengan begitu para penganggur akan mendapat kesempatan untuk bekerja dan memperbaiki ekonomi keluarga. Sedangkan tumbuhnya pencari kerja yang berlebihan atau melampaui pertumbuhan lapangan kerja, merupakan beban dan tantangan pemerintah.
Dalam rangka usaha pemerintah untuk mengurangui angka pengangguran, sesuai hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan pembukaan lapangan pekerjaan belum sesuai dengan pertumbuhan pencari kerja. dengan kata lain masih lebih tinggi pertumbuhan pencari kerja di bandingkan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tersedia, bahkan seperti di Kecamatan Siberut Barat, itu masih sangat jauh atau tidak ada lapangan pekerjaan.
	Hasil wawancara dan angket menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah sudah banyak seperti bantuan-bantuan dari PEMDA, PNPM dan lain sebagainya, namun kurangnya kepedulian masyarakat akan hal itu mengakibatkan tidak berubahnya perekonomian.
c. Pihak pemerintah telah cukup berusaha, dan usaha itu sebagian besar sudah dapat dilihat hasilnya, namun sesuai hasil penelitian dan wawancara sampai sekarang lapangan pekerjaan khusus untuk mengatasi pengangguran belum ada, misalnya peserti industri, dan pabrik, sedangkan industri adanya hanya di Kabupaten seperti industri rumah tangga (membuat kerupuk sagu, ubi) dan lain sebagainya.
Dalam mengatasi pengangguran di era otonomi oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, banyak hal  yang sudah dilakukan, namun semua itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, di butuhkan dana yang banyak dalam membuka lapangan pekerjaan, kerja keras, kerja sama antara pemerintah yang di pusat, Kabupaten sampai di Kecamatan. Selain itu implementasi kebijakan seharusnya merata di setiap Daerah, pembangunan yang merata.
Usaha, program, kebijakan yang sudah tampak dan yang disebutkan oleh beberapa responden dalam wawancara selama penelitian diantaranya: perekrutan PPL, pemberian bibit tanaman kepada petani, pelatihan rotan, pelatihan pengeringan ikan, daur ulang sampah, simpan pinjam perempuan (SPP) melalui PNPM, dan ada juga langsung dari PEMDA, pemberian alat tangkap ikan kepada nelayan seperti mesin bot dan alat-alat lainnya.
Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan diperlukan perencanaan yang matang, dana yang cukup, kerja sama, kerja keras, dan implementasi kebijakan yang merata.

IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian pada Bab IV dapat diperoleh kesimpulkan sebagai berikut:
1. Tidak semua masyarakat yang merasakan dampak dari otonomi daerah, baik itu masyarakat di Kecamatan Siberut Utara maupun ma
2. syarakat yang ada di Kecamatan Siberut Barat. Namun  bagaimana pendidikan masyarakat bisa di tingkatkan, sedangkan di Kecamatan Siberut Barat saja SMA tidak ada, untuk melanjut ke SMA harus pergi di Kecamatan dimana sudah ada SMA. Sehingga keluarga yang kurang mampu terpaksa anak mereka tidak bersekolah, dan itu menambah pengangguran
3. Dalam rangka mengurangui angka pengangguran, sesuai hasil penelitian yang telah dilaksanakan, pertumbuhan dan pembukaan lapangan pekerjaan belum sesuai dengan pertumbuhan pencari kerja. dengan kata lain masih lebih tinggi pertumbuhan pencari kerja di bandingkan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tersedia, bahkan seperti di Kecamatan Siberut Barat,  masih jauh atau tidak tersedia lapangan pekerjaan. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak ada pengangguran yang bisa di golongkan ke dalam pengangguran terbuka yaitu yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan, tapi yang ada hanya pengangguran musiman yaitu menganggur karena akibat perubahan musim. Misalnya: petani menganggur karena musim paceklik, dan nelayan menganggur karena musim badai.
4. Pemerintah telah cukup berusaha, dan usaha itu sebagian besar sudah dapat dilihat hasilnya, namun sesuai hasil penelitian dan wawancara sampai sekarang lapangan pekerjaan khusus untuk mengatasi pengangguran belum tersedia, contoh lapangan pekerjaan yang banyak menyerap pekerjaseperti industri, dan pabrik, sedangkan industri adanya hanya di Kabupaten seperti industri rumah tangga (membuat kerupuk sagu, ubi) dan lain sebagainya. Yang di katakan pengangguran di Kecamatan Siberut Utara dan kecamatan Siberut Barat adalah masyarakat  selain PNS, Pegawai Swasta, dan wiraswasta. Karena petani dan nelayan di kecamatan ini tidak memiliki pendapatan tetap, bahkan sewaktu-waktu dalam satu bulan itu pendapatan yang diperoleh tidak bisa mencukupi/menutupi kebutuhan rumah tangga mereka, sehingga dikatakan sebagai pengangguran. 
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